
SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2008

TENTANG

MASA JABATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS PELAKSANA 
KOORDINASI  PERGURUAN TINGGI SWASTA DEPARTEMEN 

PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang     : a.    bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan program, 
peningkatan prestasi kerja dan pembinaan karir 
Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi 
Perguruan Tinggi Swasta Departermen Pendidikan 
Nasional, perlu mengatur kembali masa jabatan dari 
jabatan-jabatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional tentang Masa Jabatan 
Koordinator Dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi 
Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan 
Nasional;

Mengingat      : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 1997) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 33);

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 
mengenai Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/M 
Tahun 2008;   

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA TENTANG MASA JABATAN 
KOORDINATOR DAN SEKRETARIS PELAKSANA 
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

Masa jabatan Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan 
Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional masing-masing 4 (empat) 
tahun.
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Pasal 2

Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta 
Departemen Pendidikan Nasional yang habis masa jabatannya dapat diangkat 
kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan 
berturut-turut.

Pasal 3

Menteri Pendidikan Nasional dapat memberhentikan atau memindahkan 
Koordinator atau Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta 
Departemen Pendidikan Nasional sebelum masa jabatannya berakhir, 
berdasarkan penilaian atas hasil pelaksanaan tugas dan prestasi kerja 
Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta 
Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkannya peraturan ini telah 
menduduki jabatan Koordinator atau Sekretaris Pelaksana Koordinasi 
Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional tetap menduduki 
jabatannya sampai berakhirnya masa jabatan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 0344/P/1994 tentang Masa Jabatan Koordinator dan 
Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

BAMBANG SUDIBYO 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,


Menimbang     :
a.    bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan program, peningkatan prestasi kerja dan pembinaan karir Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departermen Pendidikan Nasional, perlu mengatur kembali masa jabatan dari jabatan-jabatan tersebut;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Masa Jabatan Koordinator Dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional;

Mengingat      : 
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);


3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);



4.  Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1997) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);
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6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2008;   

MEMUTUSKAN :


Menetapkan
  :
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG MASA JABATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS PELAKSANA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.


Pasal 1


Masa jabatan Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional masing-masing 4 (empat) tahun.


Pasal 2


Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional yang habis masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.


Pasal 3


Menteri Pendidikan Nasional dapat memberhentikan atau memindahkan Koordinator atau Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional sebelum masa jabatannya berakhir, berdasarkan penilaian atas hasil pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional.


Pasal 4


Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkannya peraturan ini telah menduduki jabatan Koordinator atau Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional tetap menduduki jabatannya sampai berakhirnya masa jabatan.


Pasal 5


Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0344/P/1994 tentang Masa Jabatan Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6


Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di Jakarta








pada tanggal 10 September 2008







MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,








BAMBANG SUDIBYO 
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